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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, telah tersusun Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan Surat Keputusan
Ketua Pengadian Negeri Sungai Penuh tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun
waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Rencans Strategis disusun sesuai
dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Reancana Pembangunan Jangka
Menengah Kementrianflembaga (RPJM) vaitu dokumen perencanaan untuk
periode lima (5) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu Dokumen
perencanaan untuk periode 20 {(Dua Puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuiakan dengan alokasi anggaran yang
diterima Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Dengan tersusunnya Rensfra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi
dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabsl.
Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menagakkan hukum dan keadilan
yang berada di Provinsi Jambi.

Renstra ini telah diupayakan penyusunnya secara optimal namun Kami
menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan
adanya perbaikan-perbaikan disesuai kan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan
kebjakan pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Semoga Renstra ini benar-
benar bermafaat dalam mendukung visi Psngadilan Negeri Sungai Penuh vyaitu
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PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

engadilan Negeri Sungai Penuh berdiri sejak tahun 1966 sampai
gengan sekarang. Dalam perjalanan waktu Pengadilan Negeri
Sungai Penuh telah berumur lebib kurang 55 tahun.
Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah Kabupaten
Kerinci dengan 16 kecamatan dan wilayah Kota Sungai Penuh dengan 8
kecamatan dan Pangadilan Negeri Sungai Penuh terletak dalam wilayah Kota
Sungai Penuh.
Berdasarkan Undang - Undang No 4 tahun 2004 sebagaimana telah di perbaiki
kembali undang - undang nomor 48 tahun 2009 tenteng kekuasaan kehakiman di
sebutkan bahwa kekuasasn kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan pancasila.
Tugas pokek dan kewenangan Pengadilan Negeri
1. Pengadilan Negeri sebagai badan veng melaksanakan kekuasaan
kehakiman, adalah merupakan pengadilan tingkat pertama, dalam
melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh
luar lainnya sesuai Undang — Undang Nomer 48 Tahun 2008 fentang
kekuasaan kehakiman
2. Fungsi Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan
tingkat pertama mempunyai fungsi utama yaitu :
a. Fungsi Peradilan { Undang — Undang Nomor 45 Tahun 2004 )
- Menerima, memeriksa ,mengadili dan memutuskan perkara
- Mengajukan berkas perkara yang digjukan upaya hukum ke tingkat
banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK)
- Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungsi Penuh tahun
2020-2024 merupakan saleh satu amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanzan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut
merupakan dokumen perencanaan gelama lima tahun (2020-2024) yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadiian
Negeri Sungai Penuh dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
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Renstra Pengedilan Negeri Sungai Penuh mengacu pada Renstra Mahkamah

Agung Rl dan Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) 2020-2024.

Selama kurun waktu 2015-2018, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berusaha

menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam memberikan palayanan publik

bagi masyarakat pencari keadilan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sungai

Penuh tahun 2015- 2019 dituangkan dalam Laporan Kinerja instansi Pemerintah

( LAKIP ). Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh

terhadap farget setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan rata-rata

capaian diatas 85 %.

Berbagai peningkatan dapat diukur dari hasil capaian berbagai program kegiatan

dan sasaran dalam rencana strategis 2020-2024 yang melipufi :

(1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program
untuk mencapai sasaran stralegis dalam hal Peningkatan penyelesaian
perkara, Peningkatan terlib administrasi perkara, Peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia { SDM );

(2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
dibuat untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas pengawasan :

(3) Program peningkatan sarana dan prasarena bertujuan untuk mencapai
sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan aksebilitas
masyarakat terhadap peradilan.(acces fo justice).

Seluruh capaian program tersebut secara umum telah menunjukkan kemajuan,

ditandai dengan adanya perubahan dan peningkatan dalam  system

penyelenggaraan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penub.

Meskipun demikian, segala capaian tersebut harus dilanjutkan dan ditingkatkan

pada periode fshun 2020 -2024, karena kebutuhan masvarakai pencari

keadilan yang dari waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan kompleksitas
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Rencana Sirategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2020-2024 harus

melakukan upaya perbaikan — perbaikan dalam rangka reformasi birokrasi

peradilan untuk mencapai system peradilan vang semakin efektif efisien,
professicnal, transparan, akuntabel dan terpercaya.
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1.2 ANALISIS SWOT

1.

POTENS|I PERMASALAHAN

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam struktur
kelembagaan negara RI mempunyai kedudukan yvang sangat kuat, sesuai
dengan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 bahwa Kekuasaan
Kehakiman dilakukan cleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradiian
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, fingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adaiah
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845, Dengan demikian
kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam
menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa
kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peraditan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuzh Mahkamah
Konstitusi. sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi
terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradiian
merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan
kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan
masyarakat akan hadirnya keadilan diruang ruang sidang pengadilan
menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan
keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi
informasi yang begitu pesat menjadikan.

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuban tuntutan

kepastian hukum menjadi semakin ftinggi. Mahkamah Agung dalam
memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan
permasalahan yang dihadapi Mahkemah Agung akan semakin kompleks
dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan




kinerja Mahkamah Agung dalam mempercepst terwujudnya kepastian
hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang
dihadapi, namun Mahkamah Agung mempunyai potensi yang oukup
banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

a. Kekuatan (Strength)

1. Mahkamah Agung Didirikan Berdasarkan Undang Undang

Mahkamah Agung Republik indonesia merupakan salah safu lembaga
finggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang merupakan
pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah
Konstitusi Sesuai dengan pasal 24 Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
ingkungan peredilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan olek sebuah
Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan
lahimya UndangUndang Nomeor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Era baru Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 1899 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang iersebut memberi batas waktu lima tabun unfuk
pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal Il ayat {1) yang
berbunyi: Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan
secara bertahap paling lama § tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
Kemudian dikenal dengan konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-
Undang Nomar 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
Undang Nomor § Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomer 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah Agung. Dengan disatukannya
empat lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka
pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana sejak
2004 dilaksanakan dibawah satu atap dan telah diupayakan secara
maksimal dan profesional dalam rangka penyelenggaraan fungsi

penanganan perkara dan pelayanan publik.
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2. Adanya Standar Operasional Prosadur

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan
tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan
minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat
pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur. Dengan
lahimya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan
Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitering Dan Evaluasi
Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Mahkamah Agung dan
Badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi
semakin terukur.

3. Adanya tunjangan kinerja pegawali

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam
meningkatkan kinerja dan produktifitas psgawai dalam melaksanakan
layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan
pemerintah sebagai satah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot projek
dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertusng dalam
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus
kineja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya. Dengan adanva Peraiuran
Presiden tersebut pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya selain mendapat gaji dan
tunjangan jabaian juga diberikan tunjangan kinerja yang besarannya
ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
070/KMA/SKN/2008 tentang Tunjangan Khusus Kineria Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada
Dibawahnya. Tunjangan kinera tersebut telah dilakukan penyesuaian
dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
TTTIKMA/SKIXIN2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 128/KMA/SKVIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kineria
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
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Paradilan Yang Berada Dibawahnya. Dengan adanya tunjangan kinerja ini
menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Mahkamah
Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam melakukan pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini
menjadi kekuatan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya
dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta
mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang
berkeadilan.

4. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu
organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi damengevaluasi
suatu kegiatan. Paengawasan merupakan kompanen penting untuk kinerja
aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dengan
pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja vang optimal. Dalam
rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/X/2011 tentang Penvelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan
membentuk Saigas SPI pada masing-masing unit Eselon 1 melalui fthree
fines of defence (pertahanan tiga lapis). Pertahanan lapis pertama
dilakukan melalui survey pelayanan publik untuk mengevaluasi secara
berkala atas standar operasional presedur yang telah dilaksanakan di
lingkungan peradilan untuk dipercleh saran perbaikan dalam peningkatan
kualitas pelayanan pada pencari keadilan dan beberapa pengadilan telah
memperoleh sertifikat 1ISO 9001:2008. Adapun pertahanan lapis kedua
dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, rapat kerja, workshop
dan pelathan yang diselenggarakan Badan Pengawasan, Pusdikiat
Mahkamah Agung, para Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan
Tingkat Banding serta dukungan dari negara donor dalam pengembangan
manajemen risike dan sistem pengawasan bagi Hakim Pengawas Bidang
gdan Hakim Tinggi pengawas daerah. Pertahanan lapis ketiga dilakukan
melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi, Aparatur Pengawas
Iinternal, baik hakim tinggi pengawas, auditor, auditor kepegawaian dan
seluruh aparatur pengawasan yang diselenggarkan oleh Mahkamah Agung,
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Pusdiklatwas BPKP, BKN serta bekerjasama dengan negeara donor. Satgas
SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau
pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan
membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang berfugas untuk
melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilen dibawahnya, termasuk melakukan
pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat
pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif
dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah
korupsi atau clean government, memperkuat akuntabiliias yang akhimya
menciptakan tata kelola pemeriniah yang baik (good govsrnance) serta
menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan
Mahkamah Agung.

5. Sudah menerapkan Zona Integritas

Reformasi Birckrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung
program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem
penyelenggaraan organisasi Mahkamzh Agung yang baik, efektif dan
efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan
profasional dalam mewujudkan good govemance dan clean government
menuju aparaiur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN,
meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas
dan akuntabilitas kinerja. Dalam impiementasinya, terdapat kendala yang
dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, prakiik KKN,
diskriminasi dan iemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku
penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis
melalui pembangunan Zona Integritas menuju Witayah Bebas dari Korupsi
(WBK} dengan penetapan satker uniuk diusulkan WBK/MWBBM, tetapi
dalam perkembangannya Satker yang diusulkan belum ada vyang
memenuhi standar penilaian minimal. Penetapan Satker sebagai WBK
tersebut dimaksudkan sebagai koempetisi dan menjadi area percontchan
penerapan peiaksanaan reformasi birokrasi pada satker-satker di
lingkungan Mahkamah Agung melalui pembangunan Zona Integritas
dengan menerapkan instrumen Zena Integritas berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
652 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
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WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi & area
perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana,
Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birckrasi Bersih Melayani di
lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradidan dibawahnya telah
berhasil memberikan penganugerahan kepada 7 satker sebagai Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada tanggal 10 Desember 2018
dan pada tahun 2019 terdapat 63 satuan kerja yang memperoleh predikat
Wilayah Bebas Korupsi.

Dalam rangka memberikan kemudahan setuan kerja menyiapkan
pembangunan zona integritas, Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 28
Maret 2019 telah mengeluarkan regulasi keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 58/KMA/SK/1/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya.

8. Adanya optimalisasi penggunaan T!

Teknologi  Informasi merupakan eolemen penting dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung
tinggi azaz transparansi dan keterbukaan deiam segaga lini menjadikan
teknologi infermasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Mahkemah Agung dalam pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan. Kecepatan proses pelayanan peraditan menjadi tuntutan utama
dari masyarakat pencari keadilan datam mendapatkan kepastian hukum.
Kebijakan pemerintah akan adanya e-government mengacu pada
penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan
intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin
sederhana dan cepat Mahkamah Agung yang membawahi 910 satuan
kerja dengan rentang kendali yang sangat luas menjadi kendaia tersendiri
dalam pelaksanaan tugas, sehingga pimpinan Mahkamah Agung
menetapkan kebijakan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis
baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi yustisial. Tata kerja
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kepaniteraan dan kesekretariatan Mahkamah Agung dan badan peradilan
dibawahnya diharuskan menggunakan teknologi informasi, termasuk di
dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik. Sesuai dengan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang
Tata Keiole Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah
Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan
tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

b. Kelemahan (Weakness)
1. Struktur organisasi Mahkamah Agung
Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting
dalam salah satu upaya membangun peradaban bangse yang tinggi dan
bermartabat Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak
didasarkan atas perikehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir
dari sebuah sistem hukum, vang terkait erat dengan fungsi sistern hukum
sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-
nitai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan
kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.
Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara mempunyai
peranan yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan kondusifitas
negara, sebagai kawal depan implementasi negara hukum harus didukung
dengan strukitur organisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Strukiur organisasi untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding
telah ditakukan evaluasi dan restrukturusasi organisasi kepaniteraan dan
sekretariat pengadilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang telah diubah dengsan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Crganisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga kinerja
pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam
pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik.
Untuk struktur organisasi Mahkamah Agung, telah dilakukan evaluasi serta
kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi. Banyak struktur jabatan
tidak tepat fungsi sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
dan ketfidakseimbangan beban kerja antar lini. Diharapkan dengan
resirukturisasi organisasi Mahkamah Agung ini maka lembaga Mahkamah
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Agung akan menjadi semakin solid dan optimal dalam melakukan tugas

pelayanan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan hadirmya
kepastian hukum yang berkeadilan.

2. Belum efeklifmya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung harus mempunyai tata
keria yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan
lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif
dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Mahkamah
Agung, maka penilaian kinerja harus diiandasi dengan pringip objektivitas
dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokck dan fungsi
utama Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, penyelesaian perkara
menjadi tugas utama Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya
vang dijadikan sebagai kinerja utama Mahkamah Agung. Aparatur
peraditan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah
yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan
masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparatur peradian
dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang
ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksnaan norma
yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya
dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan
belum sepenuhnya sesuai dengan siandar operasi prosedur vang ada
namun juga dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu
dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi
masyarakat pencari keadilan.

3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

Seiring dengan serakin beratnya tuntutan masyarakat akan meningkatnya
kinerja pengadilan pimpinan Mahkamah Agung berusaha meningkatkan
kesejahteraan seluruh aparatur yang berada dilingkungan Mahkamah
Agung dengan cara membuat usulan psnyesuaian tunjangan kinerja. Hal
didasari karena beban kerja aparatur dilingkungan Mahkamah Agung
semakin besar dan capaian nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung
sudah memenuhi syarat untuk dijadikan komponen pendukung
penyesuaian tunjangan Kinerja. Perjuangan peningkatan kesejahteraan
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tersebut harus dilakukan dengan kajian yang mendalam namun hingga
saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil karena setiap kebijakan
yang mengakibatkan bertambahnya belanja negara harus mengikuti
regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4, Terbatasnya SCM pada Badan Pengawasan

Sebagei salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung
membawahi 910 satuan kerja dasrah dan 7 eselon | pusat dengan total
umleh sumber daya aparatur sebanyak 30.762 orang, terdiri dari unsur
tanaga teknis dan tenaga administrasi umum.

Jumiah sumber daya aparatur tersebut apabila dibandingkan dengan
jmlah satuan kerja yang ada dan jumlah perkara yang harus diselesaikan
maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan
kualitas sumber daya aparafur, menjadi tantangan tersendiri bagi
Mahkamah Agung didalam melaksanakan tugas. Jumlah sumber daya
aparatur yang ada pada badan pengawasan Mahkamah Agung saat ini
sebanyak 155 orang, hakim pengawas sebanyak 48 orang, auditor
sebanyak 31 orang, hakim yustisial 21 orang dan di dukung oleh 55 orang
sekretariat, dengan dukungan sumber daya aparatur yang sangat terbatas
badan pengawasan harus melakukan pengawasan ke 910 satuan kera
dengan 30.762 orang pegawai maka peleksanaen tugas dan fungsi badan
pengawsasan menjadi sangat berat. Scolusi untuk mengoptimalkan kinerja
badan pengawasan maka harus ada penambahan jumlah sumber daya
aparatur sesuai dengan analisis beban kerja.

5. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam
keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/IN2018 teniang
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrgsi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat
kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Mahkamah Agung
dan badan peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya
pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan
pembangunan zona integritas pada satuan kerja dibawah Mahkamah
Agung kurang optimal.
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Dalam rangka mengatasi permasalahan ini Mahkamah Agung menetapkan
adanya pendampingan pada satuan kerja yang akan mendapatkan
penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Apsratur Negara dan
Reformasi Birokrasi dalam penetapan predikat Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM}. Dengan 910
satuan kerja dibawah Mahkamah Agung baru terdspat 70 satuan kerja
yang mempercleh predikat Wilayah Bebas Kerupsi.

8. Terbatasnya sarana pendukung T

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan
pengadilan, oplimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi
komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai
Surat Keputusan Keiua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SKXII2018
tentang Tata Kelcla Teknalogi Informasi dan Komunikasi di lingkungan
Mahkamah Agung dan badan peradian dibawahnya, maka pemenuhan
sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpentihi.
Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Mahkamah Agung dan
badan peradilan dibawahnya tanpa dukungan sarana dan prasarana vang
memadai maka kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya
terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015
sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.
Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain :

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP.
Dengan diterapkannya layanan terpadu salu pintu ini diharapkan
memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan
kepastian hukum dan keadilan

- Masih adanya pengadilan yang belum menempati gedung sendiri, namun
masih pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah yang belum ada sarana
teknalogi infarmasinya.

- Sarana dan prasarana teknclogi informasi ruang sidang anak yang befum
sesuai standar.

- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur
Mahkamah Agung yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi
pribadi.

- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi
penyandang difabel.
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¢. Peluang (Opportunity)

1. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan
Bermula dari keinginan pimpinan Mahkamah Agung dalam merespon
tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum dan pefayanan prima
peradilan, Mahkamah Agung harus berbenah diri dalam upaya memenuhi
tuntutan tersebut, pembenahan diawali dengan melakukan evaluasi
struktur organisasi dan penataan fugas fungsi masing-masing unit secara
komprehensif. Upaya perubahan struktur organisasi tersebut telah dimulai
dengan melakukan identifikasi dan analisa permasalahan struktur
crganisasi serta penyusunan naskah perubahan struktur organisasi dan
tata kerja Mahkamah Agung.

Naskah kajian perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah
Agung telah dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk
ditindaklanjutii dengan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

2. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berads di
bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah
Agung ager selaku melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur
secara berkaela agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
Evaiuasi Standar Operasional Prosedur muilak harus dilakukan mengingat
transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja
lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik

Dengan telah diterapkannya iunjangan kinerja pada Mahkamah Agung,
tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh

regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung R, sebagai berikut :

a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nao. 071/KMA/SKN/2008
tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai
Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya

b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI  NomoR
035/3K/NX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk
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Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl No.
O71/KMA/SKV/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan
Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Khusus Kinerja Hakim dan Pegawsi Negeri Pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Lainnya

c. Keputusan Mahkamah Agung Rl No. 008-A/SEK/SK//2012 tanggal 6
Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI,
Sekrataris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

4. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan Tl

Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistemn
pengawasan telah terintegrasi dalam single data base berupa
pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung
(SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung
pelaksanaan PERMA Nomor & tahun 2016 dalam menangani pengaduan
sacara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif
berbasis Android OS dan i0OS dengan aplikasi online lain yang sudah
dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di hawshnya agar
dapat mencapai hasil yang optimat.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal
peradilan maupun eksternal {masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan

pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang
diakukan aparatur peradilan.

Whistleblowing system ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk
meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan
sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap
dugaan penyimpangan ada jaminan periindungan kerahasiaan identitas
para pelagor (wWhistleblower), ada transparansi penanganan laporan, dan
akuntabilitas pelaksanaannya. “Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya
terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka
melaporkan.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi
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melalui  media intemet. Masyarakat dapai  melaporkan dugaan
penyimpangan aparatur peradilan melzalui
http:fhwww siwas MahkamahAgung.go.id. Salah satu keunggulan aplikasi
SIWAS Mahkamah Agung ini ada keterlibatan seluruh stakeholder datam
proses penanganan pengaduan berbasis teknclogi informasi.

Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan
pengaduan baik melalui komputer maupun smarfphone. Masyarakat juga
dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran
aparatur peradilan, sepearli pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepcn,
meja informasi pengaduan di MA dan sctiap pengadilan. Dengan
diresrmikannya aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini menjadi tonggak
penting dan revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan publik dan
mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

5. Adanya kamitmen pimpinan terkait Zona Integritas

Berawal dari komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang
bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan pencanangan
Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai
dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayari (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di fingkat pusat maupun
daerah. Dalam upaya Pembangunan Z| maka Badan Pengawasan telah
melakukan Evaluasi Akuntabllitas Kinerja terhadap satuan kerja dibawah
Mahkamah Agung dan mengusulkan tujuh pengadilan diajukan melalui
surat Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara den Reformasi Birckrasi Nomor 782/SEK/PS.00/08/2017
perihal Pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/NWWBBM.

Pada Tahun 2018, melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Momor
365/SEK/PS.Q0/06/2018 dan penunjukan langsung Kementerian PANRB,
diusulkan 23 pengadilan dari 4 lingkungan peradilan untuk menjadi calon
unit kerja berpredikat WBK. Setelah mendapat evaluasi dari Tim Penilai
Nasional, Kementerian PANRB menyetujui penetapan 7 (tujuh) pengeadilan
menjadi unit percontohan Pembangunan ZI Menuju WBK di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada
unitunit kerja maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomer
S8/KMAISKAIY2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrilas
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Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Mslayani (\WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradian di
bawahnya. Selzin itu, dibentuk juga Tim RB dan Pembangunar ZI dan
Kelompok Kerja RB dan Pembangunan ZI serta Tim Penifai Internal.
Selama awal Tahun 2019, Tim tersebut telesh melakukan pendampingan,
sosialisasi, pembekaian dan evaluasi internal kepada unit-unit Kkerja
pengadilan sehingga melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
759/SER/OT.01.1/6/2019 kepada Menteri PANRB perihal Pengajuan Unit
Kerja Berpredikat Msenuiy Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan
Mahkamah Agung Tahun 20182 mengajukan 174 (seratus fujuh puluh
empat) pengadilan dari 4 {empat) lingkungan peradilan sebagai calon unit
kerja berpredikat VWBK.

6. Adanya tata kelola pelaksanaan Tl

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongscng Era
Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan sering dengan
kemajuan zaman, maka Mahkamah Agung melakukan iransformasi
layanan peradilan berbasis Teknolegi Informasi memberikan efiseiensi
dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya
pemanfaaian teknologi informasi Keterbukaan informasi dan pelayanan
publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi vang
terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya
kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja
keras untuk dapai membangun sistem informasi perkaranya berbasis
teknalogi. Layanan ini membearikan aspek layanan publik yang sangat ideal
bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah.

Sebagai salah satu wujud komitmen Mahkamah Agung dalam
mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adaiah penerapan Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh pengadilan,
penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik sebagaimana
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 fentang
sistem administrasi perkara secara slektronik, pendaftaran perkara melalui
sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses
pemeriksaan persidangan.

Disamping itu pimpinan Mahkamah Agung menetapkan penggunaan
teknologi informasi dalam berbagai bidang iugas dianmtaranya aplikasi
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Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMARI, aplikasi a-
SAKIP.

d. Ancaman (Threat)

1. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit
Bermula dari ditetapkannya semua lingkungan peradilan berada satu atap
di bahwa Mahkamah Agung maka semua yang terkait dengan organisasi
dan tata kerja pengadilan diatur gleh Mahkamah Agung. dengan harapan
agar kinerja pengadilan benar benar mandini tanpa ada campur tangan dani
pihak manapun sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi
rasa keadilan masyarakat. Sejak peraturan tentang penstapan satu atas
dikeluarkan khususnya terkait dengan crganisasi dan tata kerja Mahkamah
Agung hingga saat belum pernah dilakukan perubahan siau penyesuaian
seiring dengan perkembangan zaman.

Calam rangka melakukan penyesuaian organisasi Mahkamah Agung agar
sesuai dengan kondisi kinerja saat harus melalui proses yang cukup rumil.
Pemarintah telah menetapkan mekanisme proses pembuatan peraturan
meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan,
dan pengundangan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam
menyusun psraturan perundzang- undangan. Dalam  perencanaan
diinventarisasi masalah yang ingin diseleszikan beseria latar belakang dan
tujuan psnyusunan peraturan perUndang-tindangan. Masalah yang ingin
diseiesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan
dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian
diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan
yang disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dilanjutkan dengan
proses pembahasan mengenai substansi peraturan perUndang-Undangan
di antara pihakpihak terkait. Untuk Undang-Undang, pembahasan
ditakukan cleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat
pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh
instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Dengan demikian untuk melakukan
perubahan strukiur organisasi Mahkamah Agung harus melalui birokrasi
yang cukup rumit.

2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara Tugas
dan fungsi Mahkamzah Agung dan badan peradilan dibawahnya sangat
spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah
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hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.
Guna mewujudkan harapan tersebut aparatur peradilan berkerja keras dan
memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan
dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik
bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar
operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara
perdata. Mekanisme penyusunan standar operasionai prosedur telah diatur
melalui Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi
Birpkrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operagional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun
standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah
dikarenakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang
mekanisme administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomaor 35 Tahun 2012,

3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit

Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeria sipil telah
dalam Peraturan Menieri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme
Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi
Kementrian Lembaga. Mekanisme persetujuan pemberian {unjangan
kinerja bagi Kementerian dan Lembaga dimulai dari pengajuan usulan
penilaian reformasi birckrasi oleh Kementerian/ Lembaga kepada Tim
Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi
Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi
lapangan. Hasil penilailan akan disampaikan kepada Tim Reformasi
Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birckrasi Nasional selanjutnya akan
menyampaikan hasil penilzian kepada Menteri Kewangan untuk
perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat
Komite Pengarah Reformasi Birckrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas cleh Menteri
Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar
untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga.
Dalam impelementasinya mekanisme ini sangat rumit, lembaga harus
membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban
kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan
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skor dan grading jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban
kerjia harus melibatkan ahli yang benar benar paham melakukan
pengukuran beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleht Kementerian
Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persefujuan
penelaghan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi
kepada Kementerian Keuangan untuk meiakukan perhitungan kebutuhan
anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan
penyesuaian tunjangan kinerja harus melalui birckrasi yang cukup panjang.
4. Rentang kendali yang sangat luas

Luasnya wilayah Republik indonesia dan banyaknya satuan kerja memiliki
wilayah lebih dari satu kabupaten menjadi problematika tersendiri bagi
dunia peradilan karena luas wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi
masyarakal pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum.
Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Mahkamsh Agung dan
mendorong pemerintah untuk membentuk pengadilan-pengadilan baru
sehingga kepastian hukum menjadi mudah tercapai dan mewujudkan azas
peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan.

5. Adanya intervensi datri pthak luar

Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa
kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keasilan yang
dilakukan cleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
Sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah
Agung, pasal 2 menyatakan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara
fertinggi dan semue lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan
tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengarub-pengaruh fain.
Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Mahkamah Agung
tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal, hal ini
dikarenakan salah satu misi Mahkamah Agung menjaga kemandirian
badan peradilan beium sepenuhnya mendapatkan apresiasi oleh
pemerintah.  Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk
terwujudkan negara hukum dan jiaminan fundamental terhadap peradiian
yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan
baik dari aspek individu maupun institusi Hakim harus memastikan hak
setiap orang uniuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus
mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang
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adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang
independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan
dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutunkan untuk keadilan yang
tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional
maupun  internasional  harus  menghormati,  melindungi  dan
mempertahankan independensi-independensi tersebut.

6. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencar keadilan atas layanan
pengadilan, optimalisasi pemanfaalan teknologi informasi menjadi
komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 262/KMA/SK/XII/2018
tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan
sarana dan prasarana kinerja berbasis teknclogi informasi harus
terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Mahkamah Agung dan
badan peradilan dibawahnya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang
memadai maka kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya
terbatas, banyak alat pengolah datz yang diadakan sebelum tshun 2015
sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana manjadi kurang optimal.
Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat
elektronik membutuhkan anggarana yang sangat besar, sementara pagu
anggaran Mahkamah Agung yang telah ditetapkan oleh pemerintah 75%
untuk memenuhi kebuluhan belanja pegawai sehingga untuk pemenuhan
belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolsh data untuk
pendukung kinerja sangat terbatas.
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BAB I
VISI, MiSI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangke memberikan arah dan sasaran yang jelas serla sebagai pedoman
dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh,
yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah
Agung vang telah ditetapkan dalam Cstak Biru Mahkamah Agung Rl 2010-2035 dan
arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam
Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah MNasional (2020-2024) sebagai
dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sertz sebagai pedoman
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegialan dalam pencapaian visi
dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh 2020-2024 pada hakekatnya
merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis
untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan penataan,
perbaikan, peneriban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem kebijakan,
peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang
teriangkau, Kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta
kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka
pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi
dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan
sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran
atau target yang ditetapkan

21 Visi

Visi adaiah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita
dan ciira yang ingin diwujudkan crganisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Visi
Pengadilan Negeri Sungat Penuh vang akan menjadi pandangan dan arah ke
depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dafam
mencapai sasaran atau target yang ditetapkan daiam 5 tahun ke depan dan
telah diletapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Visi Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI
dirumuskan sebagai berikut:
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1.2

1.3

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Yang Agung”

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan ocleh Instansi
Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pemyataan
Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan
dapat mengetahui dan mengenal keberadsan dan peran instansi Pemerintah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Adapun Misi dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan Misi dari
Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut:;

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sungai Penuh

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sungai Penuh

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN

Tujuan edalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka wakiu 1
(satu) sampat dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu kepada pemyataan visi dan
misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh seperti
termuat dalam rencana strategis adalah sebaga berikut

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuniabel

2. Peningkatan efektifitas pengelclaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dan tujuan secara terukur, yaitu sesuatu vang akan
dicapai / dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran,
triwulan atau bulanan. adapun sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan
Negeri Sungai Penuh adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efekiifitas pengelolaan penyelessian parkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengaditan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang 2zkan dicapai oleh
Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam tahun 2020-2024.
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BAB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN} 2020-2024
merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-
2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN,
dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan
setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle
income country™IC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya
manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah
2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indenesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dsngan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokcoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN} 2020-2024
merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil
Presiden Joke Widode - KH. Ma’rul Amin. Dalam lima tahun ke depan,
keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maiju
Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Goiong Royong”,
dilaksanakan melalui 8§ misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

. Peningkatan Kualitas Manusia indonesia;

. Struktur Ekaonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

1

2

3

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

&. Penegakan Sistem Hukum yang Bebtas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaysa;
7. Perindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga;

8. Pangelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

8. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
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Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Manjamin
Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdava Saing:

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastrukiur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Parubahan Iklim;

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
Peningkatan inovasi dan kuzlitas investasi merupekan modal utama untuk
mendorong periumbuhan ekonomi yang lebih finggi, berketanjutan dan
mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan terpacu
tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengselolaan sumber daya ekonomi
yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan,
sumber daya air, sumber dava energi, serta kehutanan dan melalui akselerasi
peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, indusiri,
pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital,

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana
pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah ini dapat
dilakukan meialui: (1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan
daerah; (2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum
berkembang; {3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, (4) Memperkuat
kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi
unggulan daerah; (8) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar
secara merata.
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3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju
pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleh sebab itu
pemerintah Indenesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing
SDM yaitu sumber daya manusia yang schat dan cardas, adaptif, inovatif,
terampil, dan berkarakter, melalui: {1} Pengendalian penduduk dan penguatan
tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3)
Peningkatan akses dan kuzlitas pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
(5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (6) Pengentasan
kemiskinan; (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karakier bangsa memiliki kedudukan sentral
dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara
bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompstisi
dengan bangsa-bangsa lain. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik
dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: (1)
Memperkukuh ketahanan budaya bangsa; (2) Memajukan kebudayaan; (3)
Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama, (4)
Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga; (5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat infrastrukiur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar.
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta
mendorcng pemerataan pembangunan nasionai. Pembangunan infrastruktur
tersebut akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui; (1)
Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan
infrastrukiur witayah; (2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan
dalam pembangunan; (3) Pengembangan infrastruktur perkotasn berbasis TIK; {4)
Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudzh fidak efisien; (5) Mempermudah
perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan
iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam,
dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan kiim.
pembangunan tersebut diarahkan melalui kebijakan: (1) Peningkatan kualitas
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lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; {3)
Pembangunan rendah karban.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa
aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan
menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan
{ata kelcla pemerintahan yang baik dan fransparan yang dapat diakses oleh
semuz masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagsan birokrasi uniuk
pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebabasan
sipil; (3} Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola
keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti
korupsi: (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WHNI di

tuar negeni.

PRIORITAS NASIONAL.:

STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK
Pembangunan Pclitk, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam)
Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi;
supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan
terpercaya,; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai
ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Arah kebijakan pembangunan
Poihukhankam terfokus pada 3 bidang, yaitu:

1. Konsoiidasi Demokrasi,

2. Cptimalisasi Kebijakan Luar Negeri,

3. Penegakan Sistem Hukum Nasional,

4. Reformasi Birokrasi dan Tata Keiola, dan

2. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024:

PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama !lima tahun terakhir terus
dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tzhun
terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi
pembangunan hukum Indonesia masih cenderung femah, khususnya sistem
peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perlndang-Undangan, dan
maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu srategis
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penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-
2024 adalah:

1.

Penataan Regulasi.
Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola
regufasi dan pembaruan substansi hukum.

. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah
penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha;
penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan Ti di bidang hukum dan
peradilan; seria peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan
implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi
mekanisme pemutlihan dan pengeloiaan aset.

. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadep keadilan adalah layanan
keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN

tahun 2020 - 2024 tersebut distas serta dalam rangka mewujudkan visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indenesia Yang Agung , maka Mahkamah Agung

menetapkan 7 sasaran sebagai berikut

1.

e LN

o

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Meningkatnya akses peradilan bagi masvarakat terpinggirkan.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan
Peradilan

Meningkatnya pelaksanaan pengawsasan kinerja aparat peradilan secara
optimal

Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya
Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

.Meningkainya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Asat.
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3.3

3.4

KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM
tahun 2020 - 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka
kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang
dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka
reguiasi merupakan perencanaen pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendcrong dan mengatur perlaku masyarakat dan penyelenggara
negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengadilan Negeri Sungai
Penuh sebagai satuan kerjs yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam
merealisasikan program pemetrintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020 -
2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi
yang dibuat Pengadilan Negeri Sungai Penuh tentunya harus mengacu pada arah
kebijakan dan strategi Mahkamah Agung

KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
harus didukung dengan struktur organisasi yeng kuat Tugas dan fungsi
Pengadilan Negeri Sungai Penuh dilaksanakan cleh Pimpinan dengan dibantu
dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Struktur Qrganisasi Pengadilan Negeri
diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
pasal 10 ayal (1) vaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris
dan Jurusita. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Fimpinan
Pangadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Susunan
kepaniterazn diatur dalam pasal 27 ayat (1} yaitu “‘Pada setiap Pengadian
ditetapkan adanya Kepaniteraan vang dipimpin oleh seorang Panitera” dan ayat (2)
yaitu “Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh
seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera
Pengganti dan beberapa orang Jurusita”. Sedangkan kesekretariatan diatur dalam
pasal 44 vaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekrstariat yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu cleh seorang Wakil Sekretaris” dan
pasal 45 yaitu “Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”.

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri
kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nemor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarniatan
Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
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Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradiian berikut rincian kedudukan,
tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sungai Penubh.
Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 70
(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas |l adalah aparaiur iata usaha negara
yang dalam menjsiankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung
jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas Il dipimpin oleh Panitera,
Pasal 71
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas !! mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta
menyelesaikan surat -surat yang berkaitan dengan perkara.
Pasal 72
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71,
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas Il menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanean koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata,;
pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
pelaksananaan pengeiolaan administrasi perkara khusus;

P o o U

pelaksananaan pengalolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

trangparansi perkara;

f pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program
teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan adminisirasi Kepanieraan;

g. pslaksanaan mediasi;

h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

i pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kstua Pengadilan Negeri.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 73
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas If, terdiri atas:
a. Panitera Muda Perdata,
b. Panitera Muda Pidana;
¢. Panitera Muda Khusus; dan
d. Panitera Muda Hukum.
Pasal 74
Panitera Pengadilan Negeri Kelas || mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat -
surat yang berkaitan dengan perkara.
Pasal 75
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera
Pengadilan Negeri Kelas || menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan {ugas
dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

® o0 o

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara;

f pelaksanaan administrast keuangan yang berasal dari APBN dalam program
teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan,

g. pelaksanasn mediasi;

h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitazn; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Psngadiian Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di

bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera

Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan herkas perkara

perdata;
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pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan parmohonan;
pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari
Ketua Pengadilan;
pelaksanaan penerimaan kembeali berkas perkara vang sudah diputus dan
diminutasi;
pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
vang tidak hadir;
pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi
dan peninjauan kembaii kepada para pihak;
pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali;
pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
pelaksanaan pensrimaan permohonan eksekusi;
pelaksansan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap;
pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuzaian hukum
tetap kepada Panitera Muda Hukum;
pelaksanaan urusan tata uszha kepaniieraan: dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh Panitera.

Pasal 78

FPanitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di

bidang pidana.

Pasai 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera

Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara
pidana;

pelaksanaan registrasi perkara pidana,;

pelaksanaan penerimaan permohonzan praperadilan dan pemberitahuan

kepada termohon;
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pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari
Ketua Pengadilan;
pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan
dari penyidik;
pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputug dan
diminuigsi;
pelaksanaan pemberitzhuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yang tidak hadir;
pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi
dan peninjauan kembali kepada para pihak;
pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimochonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali;
pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa;
. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap;
pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum
tetap kepada Panitera Muda Hukum;
pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh Panitera.

Pasal 83

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpuian,

pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud datam Pasal 83, Panitera

Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;

¢. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman petaporan perkara;
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d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemelfiharaan arsip perkara:

e. pelaksanaan ketja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara
pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang
berkaitan dengan transparansi perkara.

]

g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dar masyarakat, hubungan
masyarakat dan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oieh Panitera.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286

(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas {! adalah aparatur tata usaha
negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas .

(2) Kesekratariatan Pengadilan Negeri Kelas Ii dipimpin oleh secrang Sekretaris.

Pasal 287
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas || mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas Ii.

Pasal 288
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287,
Kesekretariatan Pengadilan Negert Kelas Il menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
pelaksanaan urusan kepegawaian;
pelaksanaan urusan keuangan;
penyiapan bahan pelaksansan penataan organisasi dan tata laksana;
pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

=~ 0 o0 O @

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotckolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

g. penyiapan bahan pelaksanzan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Paragraf 2
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Susunan Organisasi

Pasal 289
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1, terdiri atas :
a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana: dan
c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyigpan bahan pelaksanaen perencanaan, program, dan
anggeran, pengelolaan teknolegi informasi, dan statistk serta pelaksanaan
pemantauan, evaluasi den dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 281
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan Kepegawaian, penataan
organisasi dan tata laksana.

Pasal 292
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumsh tangga,
keamanan,keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta psngslolaan
keuangan.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

41 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan,dan sasaran strategis, Pengadilan Megeri

Sungai Penuh menetapkan target kinerja selama lime tahun (tahun 2020 sampai

dengan 2024) sebagai berikut :

1. Tei'lwujudnya

a. Persentase sisa

Froses perkara yang
Peradilan diselesaikan :
yang Pasti, Perdata 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Transparan Pidana 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
dan Akuntabel Pidana Anak 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
b. Parseniase perkara
yang diselesaikan
tepat waktu ;
Perdata 80% 0% | 71% | 72% 73%
Pidana 97% 87% | 888% | 89% 90%
Pidana Anak 100% 38% | 89,5% | 90% 91%
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¢. Parsentase perkara

yang tidak
mengajukan upaya
hukum :
Banding
v Perdata 72% 50% | 55% |555% | 60%
v Pidana 945 87% i 875% | 88% | 88,5%
v" Pidana Anak 87% 90% | 91% [91,5%  92%
Kasasi
v Perdata 45% 45% | 46% |461%  47%
v Pidana 32% 80% | 81% | 82% | 83%
v Pidana Anak { 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PK
v Perdata 90% 95% | 85,5% | 968% | 96,5%
¥" Pidana B7% 95% | 96% 965% | 97%
¥ Pidana Anak 0% 100% | 100% | 100% | 100%
d. Persentase Perkara 2% 2% 3% | 3,5% 4%
Pidana Anak vang
diselesaikan
dengan Diversi
e.Index responden 80% - 79% 80% 80%
pencari kegadilan
yang puas terhadap
layanan peradilan
Peningkatan |a. Persentase isi 100% | 100% | 100% { 100% | 100%
Efektifitas putiisan yang
Pangelotaan diterima oleh para
Penyelesaian pthak tepat waktu
FPerkara b. Persentase perkara | 20% 20% | 205% | 30% | 30,5%

yang disefesaikan
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melalui Mediasi

¢. Persentase berkas

perkara yang
diajukan Banding,
Kasasi dan PK
lengkep dan tepat
waktu

100%

100%

100%

100%

100%

d. Persentase

putusan perkara
yang menarik
perhatian
masyarakat yang
dapat diakses
sacara online
dalam waktu 1 hari
setelah diputus

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase perkara

prodeo yang
diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase perkara

yang diselesaikan
diluar Gedung
Fengadilan

c. Persentase pencari

Kegedilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat |.ayanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan
Perkara Perdata
yang Ditindakianjuti
(dieksekusi)

0%

25%

27%

26%

30%
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4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Sungai

Penuhl memperoleh alokasi tige program Mahkamah Agung R yaitu:

1.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum);

Program Dukungen Mangjemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Badan
Urusan Administrasi); dan

Progrem Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung {Badan
Urusan Administrasi).
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BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun
2020 - 2024 yang merupakan acuan bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam
tugas menyelenggarakan hukum dan keadilan. Renstra ini juga dapat digunakan
masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan di Pengaditan Negeri
Sungai Penuh masa yang akan datang. Selain sebagai bahan acuan dalam
perencanaan, renstra ini juga akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi
Pengadilan Negeri Sungai Psnuh. Dengan adanya Reviu Rensira ini diharapkan
Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapst melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
secara efektif dan efisien serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat,
dengan demikian pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara
maksimal. Akhirnya atas segala masukan dan saran demi kesempurnaan renstra ini,
kami ucapkan terima kasih.

encana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Sungai Penuh 4




LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Sungai Penuh 43



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NOMOR : W5-U4/23/0T 01.2/1/2021
TENTANG :

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH 2020- 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Menimbang t 4

Mengirgat

—

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014
tentang sistem:  Alkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  serta
Permenpan Nomor: 58 tahun 2014 tentang Petunjuk "[eknis Perjanjian
Rinetja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Pemerintah
Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2020 - 2024 perlu membentuk
Tim Penyusunan Rencana Strategis.

Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Reputusan
Retua Pengadilan Negeri Sungai Penuh ini dipandang cakap dan mampu
dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan tersebut,

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubzhan Kedua atas
Undang-undarg Nemor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor : 48 Tabun 2000 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2014 tentang  Sistem
Akuntabilitas Kinerja [nstansi Pemerintah,

Pereturan Presiden Nomor: 13 tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahlkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor: 58 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Hinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteran dan Kesekretariatan
Peradilan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Sungai
Penuh Nemor: SPDIPA.005.01.2.098921/2021 tanggal 23 November
2020

Memutuskan ........
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MEMUTUSHAN

Menetapkan

Kesatu ¢ Menetapkar. susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri
Sungai Penuh tahun 2020- 2024 sebagaimana terlampir dalam daftar
larpiran Surat Keputusan ini.

Kedua :  Reputusan ini mulai berialtu sejak tanggal ditetaplkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada vang bersangkutan untuk

diketahui sebagaimana mestinya,

DITETAFEAN DI . SUNGAI PENUH
PADAFANGGAL ;19 Januari 2021
/5 RETBERENGADJLAN NEGERI
7/ 52, \SUNGAI PENUH

-1
|

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1%
2,
3.
%,

Sekretaris Mahkamah Agung RI

Kepala Badan Urusar: Administrasi Mahkamah Agung RI
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Badan urusan Administrasi MA-RI di Jekarta

Arsip
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LAMPIRAN : KFPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNCAT PENUH
NOMOR : Wa-U4/22/0T.01.2/1/2021
TANGGAL  : 19 Januari 2021
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH 2020-2024
NAMA NIP
NO JABATAN DITUNJUK SEBAGALI
PANGEAT /GOL
1 EXA PRASETYA BUDI
Pelindung / Penasehat dan
DHARMA,SH MH Ketua
Penanggung Jawab
Nip.18791106 200212 I Q04
2 SAPTA PUTRA, SH ) Kodinator Kepanitraan
Panitera
Nip. 19680901 189603 1 001 merangkap Anggota
3 YUSRI,S.Pdi Kodinator Sekretaris
Sekretaris
Nip.19671212 98903 1 Q07 merangiap Anggota
4 MEDI RONALDI HR, A.Md Kasubag Perencanaan
Nip. 19810825 200604 1 004 dan Tekrolog! Tnformasi Sekretaris merangkap
Anggota
dan Pelaporan
& UMAR DANT i e
Panmud Perdata .
Nip. 19650626 198908 1 005 Anggota Tim
6 FIRMAN —
Panmud Pidana .
Nip. 19610904 198204 1 004 Anggota Tim
7 HENDRI DUNAND.SH . T,
Panmud Hukum ;
Nip. 19711108199408 1 001 Anggota Tim
8 YULISES Kasubag Repegawaian,
Nip. 19650707 189202 1 004 Organisasi dan tata Anggota Tim
laksana
9 YUL YANDRI, SE Kasubag Umum dan
Nip. 19841018 200604 2 001 Keuangan Anggota Tim




MATRIK REVIU RANCANGAN REMCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

PENGADILAN NEGERI SUNGALI PENUH

Wisl : Terwujudnys Pengadilan Negerl Sungaf Penuh yang Agung
Misi : 1, Menjega Kemandirlan Pengadilan Megerl Sungai Penuh
2, Memberikan Pelayanan Hulum Yang berkeadilen kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepernimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh
4, Menlngkatkan kredibilitas dan transparansl Pengadilan Negeri Sungai Penuh
Tesgtan h._.““-nh Sasaran Target : M“.“M”M-qn
No. Uralan Indikatorkinega | e UFaisn Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 3022 | 2023 | 2024 Program Kegiatan Kaglatan Tarpst L
1. Terwujudnya 3. Parsentase sica Terwujudnya a.Persentase sisa . Program 1. Peningkata | &.Pedoman 128 86.336.000
Proses Perkara vang Prosas Perkara vang peninglatan n {ata kelola Parkara
Peradilan Yang diselesaikan Feradilarn Yang diselesaikan manajemeary manajeme elilingkunga
Pasti, s Perdata 1% Pasti, & Pardata 100% 100% 100% 100% 100% paradilan n petadilan n peradilan
Transparan dan s Pidana 100% Transparan dan + Pidana 100% 10086 100% 100% 100% umum umaHm LTTHIRD
Akuntabel &  Pidana Anak 100% Akuntabel + Fidana Anak 100% 009 100% 100% 100% b.Jumizh
palaksanaa
n pos
bantitakh
hukum
b.  Persentase b, Persentase c. Jumlah
Parkara Perkara parkara
¢ Perdata 75% » Pendata 9% 3035 B85% 5% 7% yang di
» Pidana B5% s Pidana B5% 90% 0% 9% B7% selesaikan
= Pidana Anak 100% s Pidanafnek | 100% 100% 100% 100% 106026 rmelalul
Yang diselesaikan Yang diselesaikan sidang
tepat waktu. tepat wakti difuar
¢. Persentase ¢ Persemtase gedung
Parkara Yang Perkara Yang pengadilan
tidak tidak d.Jumlah
Mengajukan Mengajukan penyelesai
Upaya hikum Upaya hukurn an perkera
¥ Banding 83% #Banding PHii
+« Perdata an% s Perdata 3% 5% T T2% 62% (dibawah
+ Pldana 87% ¢ Pidana 8% 92% A% DA% 249 150 it}
« Pidana Apak » Pidanz Anak 87% B5% B83% 87% 1% e.Perkara
#Kasas| 5% ¥ Kasasi peraditan
« Perdata 25% s Perdate A0% a3% 40% 45% 35%, URILIMN
« Pidana 100% e Pidana 25% 30% 31% 2% 22% yang
* Pidana Anak » Pidana Anak 100% 100% 100% 100% 100% diselesaika
Pk S0% PR nmelalui
* Pardata B »  Perdak o0% B7% &5% 20% 80% pembebasa
+ Pidana 0% e Pidana 83% 85% 80% 87% 75% t biaya
= Pidana Anak « Pidana Anak | &% % 0% 0% 0% perkara
f. Tanaga
teknis

peradilzn




Persentase
Perkara pidana
Anak yang
diselesaikan
dengan Divers|

%

Index responden
pencari keadilan
Yang puas
terhadap [ayanan
peradilan

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolzan
Penyslesalaan
Perkara

Persentase isl
pulisan yang
diterima oleh
para plhak tapat
waktu

100%

Persentass
perkara yang
Diselesaikan
rmelalui Mediasi

5%

Persentase
berkes perkara
yang digfukan
banding, Kasasl,
PK secara
lengkap dan
tepat waktu

100%

Parsentase
putusan perkara
yarg menaiik
perhatian
masyarakat yang
dapat df aksas
secarza online
dalarm wakfu 1
harf setelah
putus

100%

Meningkatnya
kses peradilan
hagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Fersentase
perkara prodeo
yang di
selesaikan
Persentase
perkara yang
diselesaikan
diluar Gedung
Pengadilen

100%

100%

Peningkatan
Efektlvitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Parkara

d. Persentase
Perkara pidana
Anak yang
diselesaikan
dengan Divers!

2%

i%

1%

2%

2%

elndex responden
pencarl keadilan
vang puas
terhadap
[ayanan
peredilan

92%

E%

&, Persentass Jsi
putusan yang
diterima cleh
para pihak
tepat waktu

100%

100%

10036

100%

I00%

b, Persentase
perkara yang
Diselesalkan
melakai
Nl ediasi

5%

T+

10%

2%

5%

c. Persentase
berkas perkara
yang diajukan
banding,
Kasasi, PK
secara lengkap
dan tepat
waktu

100%

100%

100%

100%

1O0%

d. Persentase
putiesan
perkara yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat di
akses secara
online dalzm
walktu 1 hari
setelah putus

100

100%

100%

100%

a. Persentase
perkara prodec
yang di
selesalkan

br. persentase
perkara yang
diseteszikan
diluar Gedung
Pengadilan

100%

100%

100

100%

100%

1. Programduk
ungen
manajemen
dan
pelaksanazn
tugas teknis
lainmnya.

2. Program
peningkatan
satana dan
prasarana

1,

FPembinaa
n
Adminlstr
asi dan
pengelaia
an
kauangan
badan
LrEsan
administr
asi

Pengadaa
n sdrana
dan
prasarana

umum
yang
berkompet
en
dibidang
pugatan
sederhana
{sCC) dan
siPP

g.Perkara
peradilanu
THUT YaNE
diseleszika
n ditingkat
pertama
dan
banding
secara
tepat
wakly

h.Pemwyelesai
anh parkara
perikanan

i. Pelaksanaa
n
BRPT/SPPA
IMEDIASY
sCC

1.layanan
Oukungan
manafeme
n
Pengadilan

Z.Layanan
Perkantora
L1

I.Layanan
Irterna
{verhead)

Layanan

100

Layanan

i
Lavanan

935.584.000

935.581.000

25,000,000




C. Persentase C. Persentase 100% 100% 100% 100 oo aparatur di
pencari Keadllan pencari Mahkamak linghungs
golongan Keadilan Agung ]
tartanty yang golongan Mahkama
mendapat tertentu yang t Agung
layanan Bantuan rendanat
Hulkum layanan
[Posbakum) Baniuan

Hukum
(Pasbakom)
4 Meningkatrya Persantase putusen | 75% Persentase 75% 809 85% 82% 829
Kepatuhan perkara perdata putusan parkara
terhadap yang di tindak perdata yang di
putusan lanjuti {dieksekusi) tindak lanjutl
pengadilan {dicksekusi)




